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TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BISMILLAHTIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAIﬂVIAT ALLAH SUBHANAWATA’ALA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka. pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Ateh Merdeka (Memorandum of
Understanding ‘Between The Government of Republic of Indonesia And
The Free Aceh.Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen
mereka untuk menyelesaikan konflik’ Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk
menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui*suatu. proses yang demokratis dan adil dalam Negara
Kesatuan Repubhk Indonesia;

b. bahwa Qanun - Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2005

tentang Retribusi Parkir-di Tepi Jalan Umum dipandang tidak sesuai lagi
dengan kondisi sekarang;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum. '

| .
Mengingat :1: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Y Aceh Barat ‘Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Acch Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
. Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17 ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
| - 4179);

.2 Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara
| . (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor 4286);

-3.. Undang-Undang' Nomor 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah, untukkedua. kalmya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Talum
.2004 tentang - Pemenntahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008: Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4844), :




5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesm Nomor 443 8

. 6. - Undang-Undarig Nqnior 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undafig Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daersh dan Retribusi .
- Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
T Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

| '. 10. Peratutan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan; :

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman
‘ Pengelolaan Perparkiran Daerah;

12, Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 23 Tahun 1986 tentang
" Ketentuan Umbm mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah. Dierah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyldlk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
‘Daerah;

13 Keputusan Menten Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fastlitas
Pendukung Keglatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

14, Keputusan Menteri: Pethubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas
~ Parkir Untuk Umum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata
-Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16, Keputusan Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

"MEMUTUSKAN

Menetapkan -: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BABI
KETENTUAN IMUM
Pasal 1

Dalam Qanun 1m yang dimaksud dengan :

a. Daerah ada]ah Kabupaten Aceh BaratDaya;

b. Pemenntah Daerah: adalah. Bupatl dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemenntahan Kabupaten Aceh BaratDaya

c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;




. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
. Badan adalah suatu bentuk’badan. usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nawa:dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis serta bentuk badan usaha lainnya;
Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan kendaraan bermotor;
. Parkir adalah keadaan tldak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat
sementara; ’
. Tempat Parkir adalah Tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah dltetapkan
oleh Pemerintah Daerah sebagai ternpat parkir; :
Petugas. Parkir addlah Petugas yang ditunjuk olch pehlenntah daerah untuk mengatur
Parkir kendaraan bermotor dltempat Pelayanan park:r dan memungut Retribusi Pelayanan
Parkir yang telah ditentukan; :
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tfujuan kepentmgan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi
adalah pembayaran atas penggunaan fempat parklr di tepi jalan umum,;
Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum;
. Surat Pendaftaran Objek Retribusi. Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan
SPORD:-adalah surat yang dxgunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek
retribusi - yang dimilikinya sebagai- dasar perhitungan untuk menetapkan besamnya
pembayaran retribusi yang terhutang;
. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat
keputusan yang menentukan: ‘besarnya jumlah retribusi yang terutang;
. Surat Ketetapan Retribusi Daerah’ Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan;
. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;
. Surat Tagihan Retribusi Daerab, yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
Surat Keputusari Keberatan dalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dlajukan oleh wajib
Retribusi;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk me_ncan,'mengumpulkan dan- mengolah
data atan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus sebagai
Penyldlk unhik melakukan pen}qdlkan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dxmaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. _
. Penyldlkan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari- serta
mengumpulkan bukti, yang dengan’ bukti -itu membuat terang tindak pidana dlbxdﬂ.ng
Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya. ’f



 BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pclayahan Parkir Di Tepi jalan Umum dipungut retribusi atas
pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan
parkir di tepi jalan- umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah ;orang pribddi dan /atau badan yang menggunakan fasilitas tempat
pelayanan parku' di tepi _]ala.n umum. . ; . .

" BABIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai R-etribusi Jasa Umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Jems kendaraan dan frekwensi penggunaan
tempat parkir.

_ ) BABYV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran’dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan
efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya operasi dan penieliharaan, biaya bunga
dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

. BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRBUSI
Pasal 8

(1). Struktur retribusi digolongkan berdasarkan tlngkat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2). Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan _]ems
kendaraan dan frekewensi pelayanan parklr dltqpx jalan umum.
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(3). Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

JENIS KENDARAAN

- Sepeda motor ' Rp. 1.000 / sekali parkir
- Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000 / sekali parkir
- Kendaraan bermotor roda enam’s/d sepuluh Rp. 3.000 / sekali parkir
.= Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh Rp. 5.000 / sekali parkir

v

"BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
: Pasal 9 :

Retribusi yang terhutang dipungut d1 wﬂayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir
diberikan, ;

’ ‘BAB VIIL
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

4} Saqt.:etriﬁuﬁi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan;

{2) Dokumen lam yang persamakan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,
kupon dan kartu langganan; -

(3) Ketentuan <lebih lanjut mengenai ta'ta ‘cara pembﬁyaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
: Pasal 11

(1. Pcmunéuian retribusi tidak dapat diborongkan, kepada pihak lain kecuali setelah
| mendapat persetujuan Bupatt.

(2). Retribust dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
‘ | '. " BABX
' TATA:CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dlmuka

(2). Untuk rctnbum yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran
retribusi dllakukan dimuka secara sekaligus setelah tercapainya kesepakatan.

(3)- Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokmnen lain
yang dipersamakan.




BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13
(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

). P_cnguraﬁgan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)- Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 14
(1) Hak untuk melakukan penaglhan Retnbum menj jadi kedaluwmsa setelah melampaui waktu

3 (tiga) tahun. terhitung .sejak saat terutanpnya Retribusi, kccuah jika Wajib Retnbum
melakukan tindak pldana dlbldang Retnbusa

(02 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tertangguh J1ka

" diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi- dari Wajib Retnbusx baik langsung maupun tidak
langsung

(3) Dalam: hal dlterbltkan surat. tegurap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwaxsa penaglhan dlhltung sejak: tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

R Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b -

adalah - Wajib Retribusi - dengan kesadaraxmya menyatakan masih mcmpunyal utang
Retr1bus1 dan belum’ melunasmya kepada Pemerintah Kota.

&) Pengakuan utang Retribusi s secara. tidak. langsung sebagaimana dimaksud: pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan pcrmohonan arigsuran atau penundaan pembayaran

dan permohonan keberatan oleh’ Wa_]lb Réetribusi.
Pasal 15

(1) Piutang Retnbus1 yang tidak mungkm dltaglh lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan,

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan P1utang Retribusi Daerah yang sudah
kedaluwarsa sebagmmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retnbus1 yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

© BABXII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

(1) Apabila Petugas parkir tidak atau kurang. menyetor retribusi yang terutang setelah

berakhlmya masa penyetoran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

- (dva' persen) per hari dan Jumlah retnbum yang terutang, dan ditagih dengan
menggunakan STRD;

2) Pcnaglhan Retribusi terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) didabului dengan -
Surat Teguran;

{3) Ketentua_n lebih lanjut mengenai tata cara penaéihan diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1).

3).

(1).

).

(1).

-

-BAB XIII
KETENTUAN "PIDANA
~ “Pasal17

Wajib Retribusi yang tidak meleksanakan: keﬁapbannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 -
(tlga) kali jumlah retribusi terhutang.

Ihd‘a};—_pidana yang ,dimaksﬁ:c_l.pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BABXIV
PENYIDIKAN
Pasal*ls
Pejabat . Pegawai Negeri Sxpll tertentu di . lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang -khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang: Retribusi Daerah' sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang-Nomor 8
Tahun. 1981 tentang Hukum Acara Pldana _

Wewcnang penyidik sebagmmana dtmaksud pada ayat (1) adalah :

a. -menerima, mencari, méngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan-mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daérah;. '

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehnbungan
dengan tindak pidana di bidarig Retribusi Daerah;

d. memeriksa bulu-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

- dengan tindak pidana di bidang ] Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen-dokumen lain,” serta melakukan penyitaan terhadap barang- bukti
tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaunana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didefigar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau

tersangka;

menghentikan peny1d1kan ‘apabila tldak cukup bukti;

k. melakukan tindakan lain yang:peflu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

: bldang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

by
-

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya pcnyldlkan
dan’ menyampaikan hasil’ penyldlka.tmya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat
'Penyldlk Kepolisian Republik: Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang—undang Nomor & Tahun 1981 ‘tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PARKIR
Pasal 19

Petugas parkir berhak mendapatkan ‘upgh pungut yang ditetapksn dalam Qanun
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Kabupaten



(2).  Apabila pemerintah Daerah tidak menetapkan Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) termasuk
upah pungut petugas parkir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

" Pasal 20

Petugas parkir berkewajiban mengatur parkir kenderaan bermotor dengan tertib dan
kelancaran lalu lintas jalan disekitar tempat pelayanan parkir yang dikelola.

. BABXVI ‘
KETENTUANPENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aéeh Barat Daya Nomor 19 Tahun
2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelak.-sanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang
telah ditetapkan.

Pasal 23
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal éiundangkan._,
Agar setiap ‘orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qarun ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie ‘
pada tanggal 23 0k40P¢ 2012 M
B D2ulhiogah 1433 H

£ BUPATI ACEH)BARAT DAYA, %

{

DIN

Diundangkan di Blangpidie ~ ;
pada tanggal’ 20 D@OZ@/‘ - 2012 M
/4-.539(///»!]:16’/7 1433 H-

TARIS DAERAH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR




